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ABSTRAK 

 

Covernote adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris yang berisi suatu pernyataan atau 

keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para 

pihak/penghadap untuk Akta tertentu yang telah dilakukan di hadapan Notaris. Sebagai 

kebiasaan hukum atau living law, covernote harus mengandung 3 (tiga) aspek yaitu formal, 

materil, dan lahiriah. Bank meminta pembuatan covernote kepada Notaris dikarenakan 

kepentingan internalnya yaitu sebagai dasar untuk mencairkan kredit, audit internal, pekerjaan-

pekerjaan yang memerlukan waktu agar dapat diawasi. Dalam studi kasus pembuatan 

covernote di Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MKS, 

menjelaskan pada tanggal 14 November 2009 Aming Gozal selaku Direktur PT. GMG 

mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI SKC Parepare untuk keperluan tambahan modal 

kerja Departemen Store dan kredit investasi untuk keperluan renovasi Mall of Makassar. PT. 

BNI SKC Parepare mendatangi Notaris/PPAT dengan surat untuk meminta bantuan kepada 

Notaris/PPAT, PT. GMG dan PT. BNI SKC Parepare menyerahkan surat-surat atau akta-akta 

yang diperlukan agar dapat diproses oleh Notaris/PPAT dan Notaris/PPAT membuat 

keterangan yang disebut covernote yang isinya menerangkan hal-hal yang akan ditandatangani. 

Identifikasi masalah yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai kekuatan hukum dan 

pertanggungjawaban pejabat umum terhadap covernote yang dikeluarkannya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis, 

sedangkan  hasil penelitian akan menjelaskan fakta atau kasus posisi, dakwaan, banding, amar 

putusan, dan data hasil wawancara. 

 

Kata Kunci: Covernote, Notaris, Kreditur dan Debitur 
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ABSTRACT 

 

Covernote is a custom made by a Notary that contains a statement or statement of a Notary 

that mentions or describes that certain legal actions of the parties/appearers for certain Deeds 

have been carried out before the Notary. As a legal habit or living law, covernotes must contain 

3 (three) aspects, namely formal, material, and outward. Banks request a covernote to a Notary 

because of their internal interests, namely as a basis for disbursing credit, internal audits, work 

that requires time to be monitored. In the case study of making covernotes in the Makassar 

High Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MKS, explained on November 14, 

2009 Aming Gozal as Director of PT. GMG applied for investment credit to PT. BNI SKC 

Parepare for additional working capital for the Store Department and investment credit for 

the renovation of the Mall of Makassar. PT. BNI SKC Parepare came to the Notary/PPAT with 

a letter to ask for help from the Notary/PPAT, PT. GMG and PT. BNI SKC Parepare submits 

the necessary letters or deeds so that they can be processed by a Notary/PPAT and a 

Notary/PPAT makes a statement called a covernote, which explains the things to be signed. 

The identification of the problems contained in this decision is regarding the legal force and 

the accountability of public officials to the covernotes issued. The research method used is a 

normative juridical approach and descriptive analysis, while the results of the study will 

explain the facts or cases of positions, indictments, appeals, decisions, and data from 

interviews. 

 

Keywords: Covernote, Notary, Creditors and Debtors 
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Undang-undang Hukum Acara Pidana  
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